PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERTNTAI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 19853
TENTANG

{GAYTHPOKOKDIMPINAN 'LEMBAGA “TERTINGGT/TINGGT NEGARA

DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA

UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NECARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

dan Anggota Lembaga Tinggl Negara serta uang kehormatan
Anggota Lembaga Tertinggi Negara sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 jis Pera-
turan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 dan Peraturan Peme=~
rintah Nomor 44 Tahun 1980 dipandang tidak sesuai lagi

dengan perkembangan keadaan, dan oleh sebab itu perlu di-
perbaiki;

1, Pasal § ayat (2) Undang-Undang Dasax 19453

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang lak .Keuang-
an/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Terting-
gi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Terting-
gi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggl Ne-
gara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3182),

MEMUTUS KAN

PERATURAN PEMERINTAN REPUBLIK INDONESTA TENTANG GAJI  PO-
KOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGCI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA

LEMBAGA TINGGI MECARA SERTA UANG KETUORMATAN ANGGOTA LEM-
BAGA TERTINGCL/TINGGL NLEGARA,

Pagal 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1
Besarnya gaji pokok bagi

a. {Ketud: Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertim-
bangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Ketua Mahkamah Apung, adalah' Rp. 550.000,- (lima
ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua De-
wan Pertimbangan Agung, Wakil Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Wakil Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, adalah Rp 505.000;-
(1ima ratus lima ribu rupiah) sebulan.

c. Ketua Muda Mahkamah Agung, adalah Rp. 485.000,- (empat
ratus delapan puluh lima ribu rupiah) scbulan.

d. Anggota'Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertim=-
bangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Hakim Anpgota Mahkamah Agung, adalah Rp.:465.000,-
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Besarnya uang kehormatan Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang bukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat atau Lembaga Tinggi Negara lainnya yang

a. bukan Pegawai Negeri, adalah Rp.4220.000,- (dua ra-
tus dua puluh ribu rupiah) sebulan.

b. berkedudukan



v

\\‘"‘Td - \;{\‘\ t? )

A7 ) Y

N NY/

Wiy t47
Wi s b
==Y
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

f

b. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, adalah
Rp. 1110.000,= (seratus sepuluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 3

Dengan bherlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
tidak berlaku lagi

a. DPeraturan Pemerintah Nomor :15 Tahun 1974 tentang Ga-
ji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ke-
tua, Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1833

b. Peraturan Pemerintah Nomor'i&*?#hﬁﬂ“l@?igtentang Per-
ubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974
tentang Gaji/Gaji Kchormatan/Uang Kehormatan Ketua,
Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertingpi/Tinggi Ne-
gara (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15); '

c. DPecraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Per-
ubahan Atas Deraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974
tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua,
wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertinggl/Tinggl
Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 72)}.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
i1 April 1985,

Agar .



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Peraturan Pemerintal ini dengan penempatan-
nya dalam Lembaran Negara Republik'lgdonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Marct 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONLSIA
Diundangkan di Jakurta
pada tanggal 8 Marct 1988 : S
MENTERI/SLEKRLET G
‘ 4 . RETARLS NLGARA SOLIHARTO
REPUBLIK INDONLSIA
ttd

SUDIARMOND, S.11,
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Salinan sesuai dengan aslinya
SLEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro lukum
dun Perundang-undangan

Dol ———

Bambang Kesowo, §,Il., LL.M



